BUPAT| BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2016

TEN TANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA '

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS

Menimbang- : a bahwa untuk menlndaklan_]utl putusan Mahkamah‘
Konstitusi Repubhk Indonesia - Nomor 128/PUU-XII/2015;V
dan angka 1 huruf c ‘Surat Edaran. Menterl Dalam Negeri
Nomor 140/3476/ SJ : tentang Penguatan Penyelenggaraan =
Pemerintahan Desa, ‘maka Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkahs Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa perlu d11akukan perubahan untuk dlsesualkan ——

b bahwa berdasarkan pernmbangan sebagalmana dlmaksud X
huruf a, maka perlu: ‘menetapkan Peraturan Daerah’ tentang -
Perubahan Atas .Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahsf :
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pem111han Kepala Desa R T

Mengingat - : 1. ‘Pasal 18 ayat. (6) Undang-Undang Dasar Repubhk Indone31a g ‘.
Tahun 1945; SR

2. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang :
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Llngkungan :
Daerah Provinsi  Sumatera Tengah (Lembaran Negara]
Repubhk Indones1a Tahun 1956 Nomor 25), L :

3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa' | |
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia ‘Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Repubhk Indonesm Nomor 5495), o

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun ‘2014 tentang ST
Pemerintahan Daerah: (Lembaran Negara Republlk Indonesia -
Tahun 2014  Nomor - 244, Tambahan ‘Lembaran. ‘Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah -
beberapa kali. terakh1r dengan . Undang-undang ‘Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undangr
Nomor 23 - Tahun" 2014 ' tentang. Pemerintahan Daerah'
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor .
58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor‘-‘ _
5679), v : - '




5, 'Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
© Peraturan  Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 = = .
Tahun 2014 ‘tentang - Desa (Lembaran Negara Republik

- Indnesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah : -

“diubah oleh Peraturan Pemerintah 'Nomor 47 tahun 2015 L

"tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

_ Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang R
- Nomor 6. tahun 2014 tentang ‘Desa (Lembaran Negara - ... .-

- Repubhk Indnesia ‘Tahun 2015 ‘Nomor 157, Tambahan
; Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri. Dalam Negerl Nomor 112 Tahun 2014

. tentang Pemilihan' Kepala Desa (Benta Negara Repubhk

Indone81a Tahun 2014 Nomor 2092), .

7. Peraturan ‘Menteri Dalam Negen Nomor 82 Tahun 2015‘,5 - g
_ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian = Kepala Desa . .
S (Ber1ta Negara Repubhk Indones1a Tahun 2016 Nomor 4); ‘

8. Peraturan Daerah Kabupaten : Bengkahs Nomor 7

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran‘vl._i‘_’

. ,Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2015 Nomor 7), :

Dengan Persetu_]uan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT EN BENGKALIS

Merié,tapkan ot

‘PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG:
PERUBAHAN . ~ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

dan .
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN‘*.'
KEPALA DESA ‘ ki

Pasal I

,vBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten '
. Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa el
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2015 Nomor 7) =

o d1ubah sebaga1 benkut

1. Ketentuan Pasal 23 huruf g dlhapus dan d1tambah 1 (satu)’ : ;

huruf sehlngga berbuny1 sebaga1 berlkut
| Pasal 23 |

Calon Kepala Desa Wajlb memenuh1 persyaratan
a. - warga negara Repubhk Indonesm ,
“b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

B é;;?fmemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, -
' melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik °

Indonesia’ Tahun 1045, serta mempertahankan dan .
:~memehhara keutuhan' Negara Kesatuan Republik

: Indones1a dan maeka ’I‘unggal Ika;




bmdo -

‘n.

_ berpendldlkan pahng rendah tamat sekolah menengah £

'.pertama atau sederajat : : e
'berusia pa.hng rendah 25 (dua puluh hma) tahun pada S

- saat mendaftar; . L

bersedia dlcalonkan menjad1 Kepala Desa
dihapus;
. i tidak sedang menJalanl hukuman p1dana penJara,

“tidak pemah ‘dijatuhi - pldana penjara  berdasarkan e -
 putusan pengadilan - yang telah mempunyai kekuatan '
‘hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang: -
_~d1ancam dengan pldana paling singkat 5 (lima) tahun: .
atau ‘lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menJalam p1dana penjara‘ dan mengumumkan secara

~jujur dan terbuka kepada = publik bahwa. yang
" bersangkutan pernah d1p1dana serta bukan sebaga1 e
'pelaku kejahatan berulang—ulang, . :

3 ‘tidak sedang dicabut hak p111hnya sesuai dengan putusan’ L
. pengadllan yang telah mempunya1 kekuatan hukum f

~tetap; o L
‘berbadan sehat ‘ :

tldak pernah sebaga1 Kepala Desa selama 3 (tlga) kahf}*,f L

) _"masaJabatan i ‘ : S

memaham1 adat 1st1adat Melayu rlau, dan

’ penduduk Desa setempat

’Ketentuan Pasal 27 d1ubah sehlngga berbuny1 sebagalg‘f"g e

‘ ‘ber1kut

,f;i(l)

: ~sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima)

Pasal 27

Dalam hal bakal calon yang memenuh1 persyaratan

orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi

. tambahan dengan menggunakan ‘kriteria pengalaman;

fxbeker.]a d11embaga ‘pemerintahan, tingkat pendldlkan !

g u81a, pengetahuan umum dan kemasyarakatan

o

Bentuk seleksi tambahan terhadap knterla sebagalmana‘;jf ey
‘ dlmaksud pada ayat (1) mehput1 o

a Seleks1‘ secara admlmstra81 ‘ terhadap kntenaf o

A .pengalaman bekerJa dllembaga pemerintahan e
‘menggunakan dokumen = Surat = Keputusan.-
N ‘_"_,;'Pengangkatan,r dan kr1ter1a tingkat pendidikan
 menggunakan dokumen 1_1azah serta ' kriteria usia

" menggunakan dokumen akte kelah1ran atau surat

* kenal lahir; dan

S b. Seleksi secara tertuhs dllaksanakan terhadap krltena: o
[ f;pengetahuan umum dan kemasyarakatan Co




(3)

o j ‘berdasarkan ‘hasil = seleksi- = tambahan dengan . -
g ;_{»‘menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga . .
- pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia diperoleh

.+ jumlah bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan e
e *men_]adl Calon Kepala Desa mas1h lebih dari 5 (11ma) Sl

Seleks1 tambahan menggunakan krltena Penget ahuan’

umum dan- kemasyarakatan dilaksanakan apabila -

ke ‘orang

3. D1antara Pasal 27 dan Pasal 28 dlsls1pkan 1 (satu) Pasal‘; S
yaltu Pasal 27A berbuny1 sebaga1 berlkut ' : o

(1)

: Pasal 27A e

Tata cara pelaksanaan seleks1 tambahan terhadap bakal |

“calon Kepala® Desa - dengan menggunakan kriteria ,,
pengalaman. bekerja dllembaga pemerintahan, tingkat = .
- pendidikan  dan' usia sebagaimana  dimaksud dalam e

L “Pasal 27 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

:'a,. ;{_{panltla pemlhhan Kepala Desa melakukan seleksi =

L - dengan' menggunakan kriteria pengalaman beker_]a

dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia .
~ dengan memberi bobot n1la1 untuk masmg-masmg o

oy . “kriteria; -

- pada huruf a perolehan jumlah nilai masing-masing e

b ;berdasarkan hasﬂ selek51 sebaga_lmana dlmaksud :

' bakal calon Kepala Desa diurutkan dari nilai tertinggi

~ sebagai peringkat pertama sampai dengan nllal[' o

o ;terendah sebaga1 penngkat terakhlr dan

c dalam hal sebaga1mana dlmaksud pada huruf b _]lka .,

. (3)

- terdapat bakal calon Kepala Desa mendapat

- perolehan nilai - dengan jumlah yang sama, maka -
e e d1tempatkan pada urutan penngkat yang sama.
(2) fHasﬂ seleksi tambahan sebagalmana dlmaksud pada =
S ayat (1) dltuangkan dalam berita acara dan diumumkan el
~ditempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah =
~‘seleksi tambahan dllaksanakan ' ‘

,Berdasarkan has1l seleks1 tambahan sebaga;mana‘

. dimaksud pada ayat (2), pan1t1a pemilihan Kepala Desa
(. 'menetapkan S (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang =~
.~ mendapatkan perolehan nilai secara berurutan mulai =~
- dari peringkat pertama sehmgga berjumlah ) (hma) orang i
R ‘sebagal calon Kepala Desa. ‘ Lo
(4) Apabﬂa berdasarkan has11 seleks1 tambahan berdasarkan‘ e
. kriteria - pengalaman beker_]a dilembaga pemerintahan,
~tingkat pendldlkan dan usia, terdapat bakal calon Kepala.
. Desa yang memperoleh jumlah nilai yang sama yang . .
L ’menyebabkan jumlah bakal calon Kepala Desa yang akan =

ditetapkan ‘sebagai calon Kepala Desa masih lebih dari 5

5 . (lima) orang, maka dllakukan seleksi tambahan secara

i tertulis dengan menggunakan kr1ter1a Pengetahuan - e

' ‘umum dan kemasyarakatan

4ty




(5)

©

Seleks1 tambahan secara tertuhs sebagalmana dlmaksud;ﬁj-‘* LA

pada ‘ayat (4) dilakukan ‘hanya terhadap bakal calon

~ Kepala Desa yang berada: pada peringkat yang sama yang =~

. menyebabkan Jumlah bakal calon Kepala Desa yang akan - e

) ‘dltetapkan menjadi calon Kepala ' Desa masih lebih dari 5 S

-~ -(lima) orang, sedangkan bakal calon Kepala Desa yang

- .berada pada peringkat di atasnya dinyatakan telah lulus SR
- seleksi tambahan untuk dltetapkan men_]adl calon Kepala e
‘Desa’ A o v

Perolehan n11a1 selek31 - tambahan “secara ‘tertulis

_sebaga1mana dimaksud pada ayat (4) d1urutkan dari nilai - E

- ‘tertinggi sebagai peringkat pertama sampai dengan nilai

terendah sebagai peringkat terakhir, dengan ketentuan -

B _yang memperoleh nilai yang sama dltempatkan pada

peringkat : yang sama, d1tuangkan dalam berita acara dan o
+ diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari S
- _setelah har1 pelaksanaan selek81 tambahan secarag'_v,;,? ey

. tertulis..

. ?‘ ()

Panitia_ Pem111han Kepala Desa menetapkan hasil seleks1 -

tambahan secara ‘administrasi yang dilanjutkan dengan o

o seleks1 tambahan secara tertuhs sebagalmana dimaksud
"~ pada ayat (4). dengan menempatkan urutan peringkat -

tertinggi sampai dengan peringkat terendah perolehan
. _hasil seleksi secara tertulis bakal calon Kepala Desa = .

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada peringkat
- dibawah urutan peringkat terendah hasil seleksi secara
.. administrasi bakal calon Kepala Desa yang 'telah
D d1nyatakan lulus sebaga1 calon Kepala Desa sebagaimana
“dimaksud pada ayat (5) paling lambat 1 (satu) hari

e setelah  hari pelaksanaan selek81 tambahan secara

o ;tertuhs

®

Apab11a berdasarkan hasﬂ selek31 tainbahan secara |

- tertulis sebagalmana d1maksud pada ayat (4) terdapat:

. perolehan nilai yang ‘sama yang menyebabkan bakal =
“calon: Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon = =

Kepala Desa jumlahnya masih’ lebih dari 5 (lima) orang ..

- maka dilanjutkan dengan melakukan seleksi tambahan

. secara tertulis hanya terhadap bakal calon Kepala Desa

- yang memperoleh nilai yang. sama tersebut sedangkan = . .
‘bakal calon Kepala Desa yang perolehan nilainya berada P 1

- diperingkat di atasnya dinyatakan telah lulus ‘seleksi '

~ tambahan dan dilanjutkan dengan proses yang sama

| . sebagaimana dimakud pada ayat (6) dan ayat (7) sampai

- diperoleh bakal calon’ Kepala Desa yang akan d1tetapkani:_,:"fb L

g ;sebagal calon Kepala Desa _]umlahnya 5 (lima) orang.

©

Untuk melaksanakan seleksi -tertulis sebagalmana

o dimaksud pada ‘ayat (4) dan ayat (8), panitia pemilihan
~ Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Panitia =~
- 'Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Camat dalam hal

penyedlaan materl dan tenaga pengu_u

Setelah melaksanakan selek51 tambahan secara tertuhsf[‘{'. S
_ panitia menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala

Desa ‘sebagai Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu)

‘hari setelah hari pelaksanaan seleks1 tambahan secara: .

o ‘tertulls
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(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi
tambahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Bagian ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

S. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50

(1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan
terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3
(tiga) hari sejak tanggal ditetapkan hasil perhitungan
suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa
yang selisih perolehan suaranya dari calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak kurang dari 2% (dua
persen).

(3) Dalam hal penyelesaian pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib
menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 53 pesember 2016

BUPATI BENGKALIS,

Diundangkan di Bengkalis

AMRIL MININ
pada tanggal 29 Desember 2016

PIt. SEKRETARIS D H KABUPATEN BENGKALIS

H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU

(9.117.C/2016) .



PENJELASAN
o i ATAS £
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2016 ‘
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ~

A 'PENJELASAN UMUM e | | |
Peraturan Daerah ini: merupakan bentuk t1ndaklanjut dari Keputusan.

_ fMahkamah Konstitusi Nomor .128/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Menteri- | e
~Dalam Negeri Nomor 140/3476/SJ ‘tentang Penguatan Penyelenggaraan B
. -Pemerintahan Desa, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 = ..

~Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan untuk -
o dlsesualkan terhadap putusan Mahkamah Konst1tu31 tersebut : .

_ Perubahan Peraturan Daerah ini juga dllakukan terkalt dengan perbalkan"?’;r‘,“.»’ i
- terhadap redaksi bahasa dan penyempurnaan terhadap ‘penyelesaian sengketa
‘terhadap hasil perh1tungan suara, vagaru tidak ‘terjadi = multitafsir dalam .

- pelaksanaannya."

'B. PASALDEMIPASAL

- P:asalv I
Angka 1
' Pasal 23

Hurufa : S

Surat keterangan sebaga1 bukt1 WNI dan Kepala D1nas"; ;:‘

. Kependudukan dan Catatan Slpll Kabupaten Bengkahs
Huruf b “ ' ‘

Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa d1buat s

’, oleh yang bersangkutan d1 atas kertas segel atau bermatera1~ ’
_ cukup : — , : _

Huruf c

: _giSurat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasﬂa,,,rf;'v
o Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, -
'mempertahankan dan - memelihara keutuhan Negara - Republik "

- Indonesia dan ‘Bhinneka Tunggal Ika, yang  dibuat oleh  yang S

;bersangkutan di atas kertas segel atau bermateral cukup
Hurufd e R
Yang dimaksud‘ dengan be‘rpe‘ndld1kan 'p'ahng rendah tamat

- “sekolah menengah pertama atau sederajat adalah berijazah paling

rendah Sekolah Menengah ' Pertama atau sedergjat yaitu lulus -

-~ Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan
. SMP antara lain- seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), =~

- 'Madrasah Tsanaw1yah (MTs) Paket B, Ujian Persamaan (UPER), -
- Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) atau sebutan lainnya
sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan yang berlaku.

. ljazah dari t1ngkat dasar sampaJ terakhlr d1 legal1sas1 oleh peJabat

e yang berwenang




k'Hurufe £

Beru81a pahng rendah 25 (dua puluh 11ma) tahun pada saat- e
mendaftar dlbuktlkan dengan akte kelah1ran atau surat -

keterangan kelah1ran L
Huruf f |

Surat pernyataan bersedla dlcalonkan men_]ad1 Kepala Desa yang

‘dibuat oleh yang bersangkutan d1 atas segel atau bermatera1
cukup s £ _

' Hurufg

D1hapus \ .
CukuPJelas S
‘{Huruf1 | o

’ Surat keterangan dar1 ketua pengadllan bahwa tidak pernah'f;i

dl_]atuh1 p1dana penjara berdasarkan ‘putusan pengadilan yang -
telah mempuyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak -

pidana yang di ancam dengan pldana pahng singkat 5 (hma) tahun
atau 1eb1h v , . . -

: Huruf j -

Surat keter angan dari ketua Pengadllan negen bahwa tidak sedang e

dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadllan yang telah
mempunyaJ hukum tetap : ok

kHurufk [ SRR , o
Berbadan sehat d1bukt1kan dengan surat keterangan berbadan“b
sehat dar1 rumah saklt umum / rumah saklt pemenntah '

"Huruf 1.

: T1dak pernah menJabat sebaga1 Kepala Desa selama 3 (tlga) kahfn‘ i el

masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah
‘Daerah serendah- rendahnya oleh pejabat eselon II yang
membldangl Pemerintahan dan ‘surat pernyataan dari- yang .

bersangkutan bahwa tidak pernah men_]adl Kepala Desa selama 3. "

(tiga) kali masa Jabatan
. Huruf m '

Pemahaman terhadap adat 1st1adat melayu Rlau berupa surat -

- rekomendasi dari Lembaga Adat ‘Melayu Riau Kabupaten -
Bengkahs yang dalam hal ini. dllaksanakan oleh Lembaga Adat

Melayu R1au Kecamatan setempat
' Hurufn ‘ '

Yang dlmaksud dengan penduduk Desa setempat” adalah orang ; o

yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa  setempat atau-
' mem111k1 tanda bukt1 yang sah sebagai penduduk Desa setempat..

‘ Penduduk Desa: pemekaran yang ‘masih menggunakan Kartu
~ Tanda Penduduk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk

~yang diterbitkan sebelumnya pada Desa induk karena belum ada

. penggantian dan atau perubahan nama ‘Desa oleh instansi

' pemenntah yang melaksanakan urusan kependudukan, maka - 8

~ orang tersebut hanya dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk
V’Desa 1nduk atau tanda bukt1 yang sah sebagal penduduk Desa, o




9
setempat pada Desa pemekaran sesuai dengan alamat orang yang i
T , bersangkutan (tldak dapat dlgunakan pada Desa 1nduk)
 Angka2 G
‘Pasal 27
Ayat ( 1) ¢
Cukup _]elas
Ayat (2) i
Huruf a _
' Cukup _]elas
Huruf b

oleh Pan1t1a Pem111han Tlngkat Kabupa iy
Ayat (3) - _ |
e Cukup Jelasv.
| fAngkaB
Pasal 27A
Ayat(l)
Hurufa - : : i
, Cukup Jelas;
_ Hurufb o »
: Cukup Jelas}' .
Hurufe
. CUkup_]elas._
: Cukup Jelas.-i.;_‘ S i
| ‘AYat (3) .
CUkup jelas. it
| ‘Ayat (4) | s
‘Cukup Jelas;' '
~ Ayat(s). e
- CukupJelas‘.
- Ayat (6) R
Cukup_]elas
: Ayat (7) e
T CUkup_]elas, Lo
‘iAyat(S) T
Cukup Jelas; g L
 Ayat (9) o ¥
’ CUkupJelas.:

Mater1 untuk pelaksaan seleks1 tertuhs d1buat dan dls1apkan   5€




Ayat (10)
Cukup _]elas
Ayat (1 1) 3
’ Cukup Jelas |
Angka4 !
Baglan Ketu_]uh o
' Cukup _]elas el
AngkaS : '
Pasal 50
Ayat(l) o
Cukup _]elas
Ayat @)
R Cukup Jelas
Ayat (3) 7
. Cukupjelas -
 Pasalll SR
e Cukupjelas o

» TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
’ _vNOMOR S 4 S ey

10’
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